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ABSTRAK 

Nurul Istiqomah. 2020. Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. Program 
Studi D-III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Hetika. 
Pembimbing II: Ghea Dwi Rahmadiane. 

 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar 
dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam 
pemungutannya, Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak 
Kabupaten/Kota. Salah satu yang termasuk dalam Pajak Provinsi adalah Pajak Air 
Permukaan, dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan mengalami 
beberapa hambatan seperti wajib pajak yang belum sadar bayar pajak dan wajib 
pajak yang belum mempunyai alat pengukur volume air. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui perhitungan Pajak Air Permukaan dan kontribusi Pajak Air 
Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kantor UPPD Kabupaten Tegal. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan responden, studi 
dokumentasi dengan cara mengumpulkan data sekunder dari perusahaan, dan 
observasi dengan cara mengamati data. Metode analisis data yang digunakan adalah 
pengumpulan data, editing, coding, dan tabulasi. Hasil penelitian ini adalah 
penerimaan Pajak Air Permukaan selalu melampaui target yang ditetapkan dengan 
perolehan tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 284.367.627 dan dengan perolehan 
terendah pada tahun 2017 sebesar Rp. 164.272.055. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih 
tergolong sangat kurang dengan rata-rata 0,16%. 

Kata kunci : Pajak Air Permukaan, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi 
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ABSTRACT 

Istiqomah, Nurul. 2020. Contribution of Surface Water Tax to Local Revenue in the 
Tegal Regency Regional Revenue Management Unit. Diploma III Accounting 
Study Program. Politeknik Harapan Bersama. First Advisor: Hetika. Secondary 
Advisor: Ghea Dwi Rahmadiane. 

 

Taxes are one of the largest sources of state revenue and are used to finance 
government expenditures. In its collection, the Regional Tax is divided into two, 
namely the Provincial Tax and Regency/City Tax. One of which is included in the 
Provincial Tax is a Surface Water Tax, in the implementation of Surface Water Tax 
collection there are several obstacles such as taxpayers who are not aware of 
paying taxes and taxpayers who do not yet have a water volume measurement 
device. The purpose of this research was to determine the calculation of Surface 
Water Tax and Surface Water Tax contribution toward local revenue in Tegal 
Regency Regional Revenue Management. The research method was descriptive 
quantitative. Data collection methods were interviews with respondents, 
documentation study was collecting data from Regency Regional Revenue 
management Tegal, and observation was observing data. Data analysis methods 
were data collection, editing, coding, and tabulation. Results of this study were that 
Surface Water Tax revenue exceeded the target with the highest acquisition in 2019 
of Rp. 284,367,627 and the lowest acquisition in 2017 of Rp. 164,272,055. The 
results of this research showed that contribution of Surface Water Tax to Local 
Revenue classified as very less than average of 0.16%. 

 

Keywords: Surface Water Tax, Local Revenue, Contribution  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam mewujudkan pembangunan nasional di era globalisasi, pemerintah 

terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi segala 

kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan 

nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan 

bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik yakni 

kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Untuk mewujudkan 

pembangunan nasional yang merata bukan merupakan suatu hal mudah. Pemerintah 

dengan kebijakannya memberikan wewenangnya kepada masing-masing daerah 

untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga tiap 

daerah bisa mandiri dalam mengelola dan menghidupi perekonomiannya agar tidak 

selalu bergantung pada pemerintahan pusat saja hal ini biasa dikenal dengan 

otonomi daerah (Martadani dan Hertati, 2019)[1]. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar 

dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Hal ini 

sesuai dengan fungsi pajak yaitu budgeter. Pajak memiliki fungsi sebagai budgeter 

yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagian besar pengeluaran 

pemerintah dibiayai dari hasil pengumpulan pajak. Dalam pemungutan pajak, pajak 

dipungut oleh pemerintahan pusat dan daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah 
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pusat hasilnya dipergunakan untuk membiayai rutin negara dan pembangunan 

(APBN). Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 

Pajak Bumi dan Bangunan (PPB perkebunan, perhutanan, pertambangan). 

Sementara pajak yang dipungut oleh daerah digunakan untuk keperluan 

daerah dengan kontribusi wajib dari Orang Pribadi atau Badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang. Penerimaan pajak daerah merupakan salah 

satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah 

untuk menjalankan program kerjanya. Daerah diberi kewenangan untuk memungut 

16 jenis pajak, yaitu 5 Pajak Provinsi dan 11 Pajak Kabupaten/Kota. Di antaranya 

pajak yang dipungut provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Di antara pajak daerah lainnya, Pajak Air 

Pemukaan (PAP) merupakan potensi baru bagi penerimaan Pendapatan Daerah. 

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah[2], 

pengertian dari Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada 

permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. 

Dalam membiayai suatu pembangunan, salah satu upaya pemerintah daerah 

adalah menyerap dana dari Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain dari Pendapatan 

Asli Daerah yang sah karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan 

penerimaan pendapatan asli daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi 
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daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah 

daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa 

pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian 

sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau 

mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. 

(Rombang, 2013)[3] 

Ditemukan bahwa selalu ada kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak 

air permukaan. Kendala yang dialami yaitu masih ada beberapa wajib pajak yang 

masih belum sadar bayar pajak sehingga dalam pelaksanaan penagihan harus 

datang ketempat wajib pajak secara langsung. Kemudian, belum semua tempat 

yang menjadi sasaran pajak air permukaan mempunyai alat pengukur volume 

pemakaian air sehingga wajib pajak setiap bulannya dikenai flat atau rata.   

Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat ke dalam penelitian yang 

berjudul “Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada 

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perhitungan pengenaan Pajak Air Permukaan? 

2. Bagaimana kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Tegal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui perhitungan pengenaan Pajak Air Permukaan pada Unit 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal 

2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

tentang kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada 

unit pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Tegal dan sebagai bahan acuan 

di bidang penelitian sejenis. 

2. Bagi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal 

Diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan saran bagi Unit 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal dalam kontribusi pajak air 

permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada unit pengelolaan pendapatan 

daerah yang diberikan kepada masyarakat luas (publik) sebagai penerima 

layanan. 

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama  

Diharapkan bagi pembaca ataupun adik kelas angkatan Politeknik Harapan 

Bersama Tegal bisa menjadi tambahan informasi, dan semoga dapat berguna 

juga sebagai literatur dan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan ini. 



5 
 

 
 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada kontribusi pajak air permukaan terhadap 

pendapatan asli daerah pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Tegal. Pengambilan data dilakukan pada 3 Februari sampai 3 April 2020. 

1.6 Kerangka Berpikir 

Pajak air permukaan merupakan potensi baru bagi penerimaan pendapatan 

daerah. Dalam menentukan seberapa besar pajak yang dikenakan, pajak air 

permukaan mempunyai perhitungan sendiri yang sudah diatur dalam Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2011[4]. Dalam pemanfaatannya, pajak air 

permukaan bisa dikatakan berkontribusi secara maksimal jika realisasi pendapatan 

tiap tahunnya mencapai atau bahkan melampaui target. Semakin tinggi target serta 

realisasi tiap tahunnya, maka kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan 

asli daerah semakin maksimal. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan 

menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Umpan Balik 

       

 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 

 

Rumusan Masalah: 

1. Bagaimana 
perhitungan 
pengenaan Pajak Air 
Permukaan? 

2. Bagaimana kontribusi 
Pajak Air Permukaan 
terhadap Pendapatan 
Asli Daerah 
Kabupaten Tegal? 

Strategi Pemecahan 
Masalah: 

1. Dalam 
pelaksanaan 
penagihan harus 
datang ketempat 
wajib pajak secara 
langsung. 

2. Wajib pajak setiap 
bulannya dikenai 
flat atau rata. 

Kesimpulan: 

1. Dalam 
pelaksanaannya, 
penagihan pajak air 
permukaan sudah 
sesuai dengan 
Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 
24 Tahun 2011 
dalam buku 
Keputusan Kepala 
Dinas Pendapatan 
Dan Pengelolaan 
Aset Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 
973/7853/2011 

2. Kontribusi Pajak Air 
Permukaan terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah dalam 
kriteria sangat 
kurang yaitu dengan 
presentase rata-rata 
sebesar 0,16%. 

 

Analisis Data: 

Data kuantitatif 

Permasalahan: 

1. Masih ada 
beberapa wajib 
pajak yang masih 
belum sadar bayar 
pajak. 

2. Belum semua 
tempat yang 
menjadi sasaran 
pajak air 
permukaan 
mempunyai alat 
pengukur volume 
pemakaian air. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir terdiri dari : 

a. Bagian Awal 

Bagian awal memuat sampul depan dan halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tugas akhir (TA), halaman 

lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan 

akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar simbol, daftar lampiran  

b. Bagian Isi 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, 

sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini terdapat telaah penelitian sebelumnya pada dasarnya 

dimaksudkan untuk menujukkan pemahaman peneliti terhadap 

perkembangan penelitian sesuai denga isu yang diteliti. Dalam bab ini juga 

dilampirkan tabel penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan 

referensi penulis untuk menghindari duplikasi dan penelitian yang sama 

yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.  
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3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi antara lain lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), 

waktu penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel (jika penelitian 

menggunakan metode sampel), sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi konsepsual, definisi operasional, metode analisis data, metodologi 

pengembangan sistem yang digunakan dan sebagainya.  

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum perusahaan yang berisi 

Sejarah Singkat Perusahaan, Struktur Organisasi Dan Job Description 

(Tugas dan Wewenang) dan Kondisi Perusahaan Saat Ini dijelaskan secara 

terperinci mengenai perusahaan tempat penelitian dilaksanakan dan 

memberikan gambaran dari analisa data penelitian yang ada pada 

perusahaan.  

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan berisi garis besar kesimpulan yang diambil dari inti penelitian 

dan hasil penelitian berupa informasi kualitatif. Saran berisi garis besar 

saran-saran yang merupakan tindakan yang perlu diambil untuk ditindak 

lanjuti yang lebih baik dari hasil pemecahan masalah 

6. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berupa suatu daftar dari semua pustaka yang hanya diacu 

secara langsung di dalam tubuh tulisan. 
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c. Bagian Akhir 

LAMPIRAN 

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pajak 

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan[5], pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Menurut Mardiasmo (2011:1)[3] pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran 

wajib pada negara yang bersifat memaksa masyarakat berdasarkan Undang-Undang 

untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung. 

2.2 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Rani M. (2018)[6] di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan 

pajak, yakni: 

1. Self Assessment System 

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 

membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib 

pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang 

berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran 
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pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi 

online yang sudah dibuat oleh pemerintah. 

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai 

pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis 

pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan 

pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia  setelah masa reformasi 

pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat 

konskuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki 

wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, 

maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak 

sekecil mungkin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Self Assessment: 

1. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. 

2. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai 

dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. 

3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali  jika 

wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang 

seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. 

2. Official Assessment System 

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 

membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada 

fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem 

pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak 

terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
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Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi 

Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.  

Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan 

surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib 

pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar 

PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan 

oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Ciri-ciri sistem perpajakan Official 

Assessment: 

1. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. 

2. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. 

3. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang 

dan menerbitkan surat ketetapan pajak. 

4. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang 

wajib dibayarkan. 

3. Withholding Assessment System 

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga 

yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh 

Witholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan 

oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP 

untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan 

withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 

23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. 
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2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 

Daerah[7] adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan/atau yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah[11] Pasal 157 yaitu: 

2.3.1 Hasil Pajak Daerah 

Sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah[2], Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2.3.2 Hasil Retribusi Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah[2], yang dimaksud Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
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2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah[12] jenis hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut: 

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan 

usaha milik daerah; 

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

pemerintah/badan usaha milik negara; 

3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat. 

2.3.4 Lain-lain PAD yang sah  

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah[12] jenis lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan 

penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi 

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci 

menurut obyek pendapatan yang mencakup : 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai 

atau angsuran/cicilan; 

2. Jasa giro; 

3. Pendapatan bunga; 

4. Jasa dana perguliran; 
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5. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan; 

6. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah; 

7. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; 

8. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing; 

9. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan;  

10. Pendapatan denda pajak; 

11. Pendapatan denda retribusi; 

12. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

13. Pendapatan dari pengembalian; 

14. Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

15. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 

16. Pendapatan dari BLUD; 

17. Pendapatan dari sumbangan pihak ketiga; 

18. Lain-lain penerimaan. 

2.4 Pengertian Pajak Air Permukaan 

Siahaan (2013:263)[3] menyatakan pajak air permukaan adalah pajak atas 

pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan (P3AP). Air permukaan adalah 

semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang 

ada di laut maupun di darat. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah[2], Pajak Air Permukaan adalah pajak atas 
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pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua 

air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada 

di laut maupun di darat. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah[2] Pasal 23 Ayat (2), nilai perolehan air permukaan dinyatakan 

dalam rupiah yang dihitung dengan pertimbangan sebagian atau seluruh faktor-

faktor berikut: 

1. jenis sumber air; 

2. lokasi sumber air; 

3. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

4. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 

5. kualitas air; 

6. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan 

7. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air. 

2.5 Perhitungan Pajak Air Permukaan 

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air 

Permukaan (NPAP). Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% dan 

besarnya Pajak Air Permukaan yang terutang adalah perkalian antara NPAP dan 

tarif. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 

Tahun 2011 dalam buku Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan 

Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/7853/2011[4] ditetapkan rumus 

sebagai berikut : 
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  Pajak Terutang = Tarif x NPAP 

2.6 Kontribusi 

Dany H. (2006:264)[8] ”Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau 

sokongan.” Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yandianto 

(2000:282)[8] diartikan: ”Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan.” 

Menurut Waani (2016) rumus untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:  

   ��������� ����	 
�� ����	��� 

��������� �
�  =                x 100%  

��������� ���������� 
��� ������ 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Variabel Metode Penelitian Hasil 

1. 

 

Waani (2016) 

“Analisis 

Efektivitas Dan 

Kontribusi Pajak 

Air Permukaan 

Terhadap 

Penerimaan 

Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara” 

-Pajak Air 

Permukaan 

(X) 

-Pendapatan 

Asli Daerah 

(Y) 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Kontribusi Pajak Air 

Permukaan terhadap 

penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara adalah 

sangat kurang. Hal 

tersebut menunjukan 

bahwa Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara dalam 

hal ini adalah Dinas 

Pendapatan Daerah 

dinilai telah kurang 

serius dalam 
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No. Nama Variabel Metode Penelitian Hasil 

memperhatikan, 

memanfaatkan, dan 

mengoptimalkan 

sumber-sumber 

penerimaan yang 

tergolong dalam objek 

Pajak Air Permukaan 

serta faktor-faktor yang 

lain yang 

mempengaruhi 

penerimaan Pajak Air 

Permukaan.  

2. Pratiwi (2013) 

“Analisis 

Perhitungan 

Pajak 

Pengambilan Dan 

Pemanfaatan Air 

Permukaan Pada 

Dispenda 

Provinsi 

Kepulauan Riau” 

Perhitungan 

Pajak 

Pengambilan 

dan 

Pemanfaatan 

Air 

Permukaan 

Deskriptif 1. Perhitungan pajak 

air permukaan, 

harus dilihat tata 

cara yang diperlukan 

dalam perhitungan 

tersebut 

2. Keterlambatan 

pembayaran pajak 

dikenakan sanksi 

administrasi berupa 

bunga sebesar 2% 

(dua persen) sebulan 

dihitung dari pokok 

pajak yang harus 

dibayar untuk 

jangka waktu paling 

lama 24 bulan 
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No. Nama Variabel Metode Penelitian Hasil 

terhitung sejak saat 

terutangnya pajak.  

3. Hendri (2017) 

“Analisis 

Efektifitas  Dan 

Kontribusi Pajak 

Air Permukaan 

Di Provinsi Riau” 

Pajak Air 

Permukaan 

Kuantitatif Badan 

Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau kurang 

efektif dalam mengelola 

pajak air permukaan. 

Kontrol atau pun 

pengawasan oleh Badan 

Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau terhadap 

pemungutan pajak air 

permukaan yang kurang 

baik menjadi salah satu 

penyebab kurang 

efektifnya pemungutan 

pajak air 

permukaan tersebut, hal 

ini terjadi karena rata–

rata perusahaan 

pengguna air 

permukaan yang 

menyebar dan jaraknya 

yang jauh di 

provinsi Riau.  

4. Wowor, dkk 

(2017)  

“Evaluasi 

Penerapan 

Akuntansi Pajak 

-Akuntansi 

Pajak Air 

Permukaan 

(X) 

Deskriptif 1. PDAM Kabupaten 

Minahasa Utara 

menggunakan dasar 

pengenaan pajak air 

permukaan tidak 
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No. Nama Variabel Metode Penelitian Hasil 

Air Permukaan 

Pada 

Perusahaan 

Daerah Air 

Minum 

Kabupaten 

Minahasa Utara” 

-Perusahaan 

Daerah Air 

Minum (Y) 

sesuai dengan 

Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak 

Daerah dan 

Retribusi Daerah 

dan Peraturan 

Gubernur Sulawesi 

Utara Nomor 42 

Tahun 2014 tentang 

Tata Cara 

Perhitungan Harga 

Dasar Air Sebagai 

Dasar Penentuan 

Nilai Perolehan Air 

Untuk Penetapan 

Pajak Air 

Permukaan, karena 

PDAM 

menggunakan angka 

volume air yang 

diproduksi, 

didistribusi, dan 

yang terjual melalui 

sumber air baku 

yang terdapat di 

beberapa tempat 

saja. 

2. PDAM Kabupaten 

Minahasa Utara 



21 
 

 
 

No. Nama Variabel Metode Penelitian Hasil 

membayar pajak air 

permukaan relatif 

kecil untuk tahun 

2014, 2015 dan 

2016, karena dasar 

perhitungan yang 

digunakan PDAM 

tidak memasukkan 

seluruh volume air 

yang diambil dan 

/atau dimanfaatkan 

sehingga hasil 

perhitungan untuk 

pembayaran pajak 

air permukaan 

menjadi sedikit. 

5. Rustam (2018) 

“Prosedur 

Pelaksanaan 

Perhitungan Dan 

Penagihan 

Pajak Air 

Permukaan Yang 

Terutang Oleh 

Badan 

Pendapatan 

Daerah Provinsi 

Sulawesi 

Selatan” 

Pajak Air 

Permukaan 

Deskriptif 

Komparatif 

1. Melihat gambaran 

dari penagihan pajak 

air permukaan oleh 

Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan, 

dimana sejauh ini 

Prosedur Penagihan 

Pajak Air 

Permukaan sudah 

diatur oleh SOP 

Penagihan Pajak 

Daerah mengacuh 

pada Keputusan 
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No. Nama Variabel Metode Penelitian Hasil 

Kepala Badan 

Pendapatan Daerah 

Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 

01/I/TAHUN 2015 

tentang Standar 

Operasional 

Prosedur Penagihan 

Pajak Daerah 

didalam SOP 

tersebut. 

2. Pelaksanaan 

penagihan pajak air 

permukaan oleh 

Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan 

berjalan optimal 

dengan dilaksanakan 

berdasarkan 

Peraturan Gubernur 

Sulawesi Selatan 

Nomor 23 Tahun 

2011 tentang 

Petunjuk 

Pelaksanaan 

Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 10 

Tahun 2010 tentang 
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No. Nama Variabel Metode Penelitian Hasil 

Pajak Daerah 

Khusus Pajak Air 

Permukaan. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Tegal di Jl. Cut Nyak Dhien Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal. 

3.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan 

April 2020 sampai Juli 2020. 

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data 

kuantitaif adalah data yang berupa angka atau bilangan (Sunandar, et al 2019:99)[9]. 

3.4 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal 

mencari dan mengumpulkannya (Sarwono, 2007:123)[9]. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil. Wawancara dapat 

dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan 
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melalui tatap muka (face to face) maupuan dengan menggunakan telepon 

(Sugiyono, 2017:137-138)[10]. 

b. Studi Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2017:240)[10]. 

c. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986)[10] mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan.  

d. Proses pengumpulan data yang dilakuan oleh peneliti dengan cara mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada responden dalam hal ini adalah karyawan 

perusahaan, kemudian mengumpulkan dan mengamati data sekunder lalu 

mengolahnya dalam bentuk tabel. 

3.6 Metode Analisis Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:8)[10] penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Adapun menurut 

Sugiyono (2017:147)[10] statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

kontribusi menurut Waani (2016) adalah sebagai berikut: 

��������� ����	 
�� ����	��� 

��������� �
�  =                x 100%  

��������� ���������� 
��� ������ 

Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada responden dan mengumpulkan data sekunder dari perusahaan. Teknik 

pengolahan data yang digunakan penulis berupa: 

a. Collecting atau Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017:224)[10] teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan. 

b. Editing  

Sunandar, et al. (2019:105)[9] mengemukakan bahwa editing 

merupakan proses yang bertujuan meningkatkan ketepatan dari data yang 

diperoleh. Kegiatan ini meliputi usaha mengidentifikasi data yang tidak masuk 

akal, tidak lengkap, tidak konsisten dan jawaban yang membingungkan. 
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c. Coding 

Coding adalah proses pemberian kode (pada umumnya angka) untuk 

setiap kemungkinan jawaban pada setiap daftar pemberian coding harus 

didesain sedemikian rupa sehingga akan mempermudah memasukkan data dan 

juga analisis data (Sunandar, et al. 2019:105-106)[9]. 

d. Tabulasi 

Tabulasi merupakan proses menyusun tabel yang membuat seluruh 

informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penelitian. Tabulasi 

dapat dilakukan, baik secara manual maupun langsung dengan menggunakan 

software komputer seperti Microsoft Excel maupun SPSS (Sunandar, et al. 

2019:106)[9]. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Data dan Pembahasan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, peneliti 

memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pada Unit 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal serta melakukan wawancara 

dengan responden. Dokumen yang diperoleh berupa Rekapitulasi Pajak Air 

Permukaan tahun 2017-2019 dan Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-

2019.  

Menurut Hendri (2017) dalam artikel ilmiah Analisis Efektifitas Dan 

Kontribusi Pajak Air Permukaan Di Provinsi Riau[13] terdapat klasifikasi untuk 

mengetahui besarnya kontribusi Pajak Air Permukaan di Kabupaten Tegal disusun 

ukuran sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Air Permukaan 

Presentase Kriteria 

>50 Sangat baik 

40,10-50,00 Baik 

30,10-40,00 Cukup baik 

20,10-30,00 Sedang 

10,10-20,00 Kurang baik 

<10 Sangat kurang 

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (Handoko:2013) 
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Berikut ini adalah data Target dan Realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan serta 

dari tahun 2017 hingga tahun 2019: 

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017 
hingga Tahun 2019 
No. Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentase 

1 2017 148.106.000 164.272.055 111% 

2 2018 128.000.000 239.128.695 186,82% 

3 2019 240.000.000 284.367.627 118,49% 

Sumber : Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, 2020 

 Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Air Permukaan 

mengalami peningkatan sebesar Rp. 74.856.640 pada tahun 2018 dan mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 45.238.932 pada tahun 2019. Penerimaan Pajak Air 

Permukaan selalu mengalami peningkatan dan mencapai target yang ditetapkan tiap 

tahunnya.  

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 
2017 hingga Tahun 2019 
No. Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentase 

1 2017 187.278.667.000 196.214.502.080 104,77% 

2 2018 193.040.086.200 210.850.374.795 109,23% 

3 2019 214.293.548.000 219.047.457.677 102,22% 

Sumber : Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, 2020 

Berdasaran tabel 4.3 dapat diketahui dalam penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 14.635.872.715 dan 

pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.197.082.882. Pendapatan 
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Asli daerah pada tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan mencapai target 

yang ditetapkan. 

4.2 Pembahasan  

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Tahun 2017-2019 

Tahun Realisasi PAP (Rp) Realisasi PAD (Rp) Presentase Kriteria 

2017 164.272.055 196.214.502.080 0,08% Sangat Kurang 

2018 239.128.695 210.850.374.795 0,11% Sangat Kurang 

2019 284.367.627 219.047.457.677 0,13% Sangat Kurang 

Rata-rata 0,16% Sangat Kurang 

Sumber: Data diolah, 2020 

Tabel 4.4 menunjukan bahwa presentase kontribusi pajak air permukaan 

paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,13% dan memiliki rata-rata 

sebesar 0,16%, namun berdasarkan tabel kriteria kontribusi di atas masih tergolong 

sangat kurang. Tabel 4.4 juga menunjukan presentase kontribusi mengalami 

peningkatan pada tahun 2018 sebesar 0,03% dan mengalami kenaikan sebesar 

0,02% pada tahun 2019. Berdasarkan kriteria kontribusi maka masih tergolong 

sangat kurang. Ini menunjukan bahwa pemerintah masih kurang dalam menggali, 

memanfaatkan, dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber yang tergolong dalam 

Pajak Air Permukaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Air 

Permukaan.
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan 

(NPAP). Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% dan besarnya 

Pajak Air Permukaan yang terutang adalah perkalian antara NPAP dan tarif. 

Dalam pelaksanaannya, penagihan pajak air permukaan sudah sesuai dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2011 dalam buku 

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 973/7853/2011[4]. 

2. Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam 

kriteria sangat kurang yaitu dengan presentase rata-rata sebesar 0,16%. Hal 

tersebut menunjukan bahwa pemerintah dalam hal ini Unit Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal masih kurang dalam menggali, 

memanfaatkan, dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber yang tergolong 

dalam Pajak Air Permukaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan Pajak Air Permukaan. Sumber- sumber yang tergolong dalam 

Pajak Air Permukaan jika dilihat dari jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang 

dilakukan, di antaranya: 

a. Sosial 

b. Perusahaan non-niaga. 

c. Niaga atau perdagangan atau jasa. 
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d. Industri atau penunjang produksi. 

e. Pertanian termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

f. Tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air). 

g. Pertambangan. 
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5.2 Saran 

Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu: 

1. Untuk menghitung pajak terutang harus dihitung sesuai dengan rumus yang 

sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. 

2. Pemerintah harus lebih dalam untuk menggali, memanfaatkan, dan 

mengoptimalkan potensi sumber-sumber yang tergolong dalam Pajak Air 

Permukaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Air 

Permukaan. Serta mendatangi wajib pajak yang belum sadar bayar pajak untuk 

menagih pajak yang terutang dan memberikan penyuluhan agar terus sadar 

bayar pajak. 
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Lampiran 1 

Data Rekapitulasi Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Tegal Tahun 2017 
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Lampiran 2 

Data Rekapitulasi Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Tegal Tahun 2018 
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Lampiran 3 

Data Rekapitulasi Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Tegal Tahun 2019 
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Lampiran 4 

Laporan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 
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Lampiran 5 

Laporan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 



45 
 

34 
 



46 
 

34 
 



47 
 

34 
 



48 
 

34 
 



49 
 

34 
 

Lampiran 6 

Laporan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 
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Lampiran 7 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Karakteristik Responden 

Judul Tugas Akhir : Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Tegal 

Tujuan  : Mengetahui perhitungan Pajak Air Permukaan dan 

kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah  

Lokasi       : Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal  

Waktu       :      /    /20  

Pewawancara      : Nurul Istiqomah  

Responden      : Karyawan 

2. Pedoman Wawancara 

2.1 Menurut Ibu apakah pendapatan pajak air permukaan saat ini sudah 

maksimal? 

“Kalau sekarang diukur dari target untuk Kabupaten Tegal sudah 

maksimal sekali” 

2.2 Apakah potensi pendapatan PAP bisa dinaikkan lagi? 

“Potensi dinaikkan ada karena banyak di daerah guci villa baru atau 

kolam renang baru yang pasti jadi sasaran untuk kita tuju” 
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2.3 Apa saja kendala yang dihadapi dalam penarikan PAP? 

“Kendala pasti ada. Pertama, masih ada banyak wajib pajak PAP itu 

belum sadar bayar pajak, jadi harus ditagih ke tempatnya dulu baru mau 

bayar. Kedua, belum semua tempat yang jadi sasaran PAP itu punya alat 

pengukur volume pemakaian air, jadi setiap bulannya dikenai flat/rata” 
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Lampiran 8 

Buku Bimbingan Tugas Akhir 



57 
 

34 
 



58 
 

34 
 



59 
 

34 
 



60 
 

34 
 

 



61 
 

34 
 

 

 

  


